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Abstrak
 

Angkutan udara merupakan salah satu sumber yang bisa digali sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu

pemanfaatannya harus selalu diperhatikan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara

luas. Sebagai sumber pendapatan, angkutan udara harus pula diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang

berlaku baik secara nasional maupun internasional. Ketentuan ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai

pedoman dalam membuat suatu perjanjian.

Perjanjian angkutan udara internasional kebanyakan mengacu kepada ketentuan teknis dan operasional saja

sehingga lebih bersifat bilateral. Indonesia dalam hal ini selalu mengacu pada perjanjian bilateral sehingga

terdapat beberapa pasal yang isinya berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya arus barang, orang dan pos

sehingga memberikan peluang terhadap timbulnya komersialisasi bidang baru yang sebelumnya tidak

terfikirkan.

Pertukaran tersebut mengakibatkan terjadinya suatu perdagangan dan lintas batas orang sehingga harus pula

diatur ketentuannya sehingga tidak merugikan.

Salah satu ketentuan tersebut tercantum dalam GATS yang merupakan implementasi secara terurai dari

GATT (yang sekarang bernama WTO). Dimana dalam lampiran tambahannya memuat ketentuan bidang

jasa angkutan udara.

Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi pembentukan WTO tersebut dalam bentuk Perundang-undangan

sehingga ketentuan yang ada sudah merupakan produk hukum yang harus dilaksanakan.

Oleh karena itu Indonesia harus pula tunduk dan wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam GATS tersebut

meskipun saat masih merupakan wacana yang harus dipersiapkan. Antisipasi mengenai masalah ini

sebenarnya sudah tertuang dalam produk Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah maupun Keputusan

Menteri terkait.

Akan tetapi hal tersebut masih terasa kurang dalam prakteknya karena seringkali terbentur dengan ketentuan

perundang-undang lainnya sehingga harus merupakan kebijakan lintas sektoral yang tidak saling

bertabrakan.
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